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ABSTRAK

IImu pengetahuan modern menghadapi krisis epistemik yang serius
ketika kemajuan sains tidak lagi berbanding lurus dengan keadilan
sosial dan keberlanjutan ekologis. Fenomena kemiskinan
struktural, ketidakadilan sosial, radikalisme identitas, bias gender,
dan krisis lingkungan menunjukkan keterbatasan paradigma
ilmiah yang masih bersifat reduksionistik, sektoral, dan eurocentris.
Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana ketimpangan epis-
temik membentuk reproduksi masalah global tersebut dan
bagaimana pendekatan interdisipliner serta dekolonial dapat men-
jadi fondasi baru bagi keadilan sosial dan ekologis. Dengan
menggunakan metode konseptual-analitis dan analisis wacana
kritis (Critical Discourse Analysis), penelitian ini menelaah literatur
akademik bereputasi Scopus/WoS dan dokumen kebijakan inter-
nasional selama dekade terakhir. Hasil analisis menunjukkan
bahwa bias epistemik dalam penelitian sosial dan lingkungan telah
mempersempit pemahaman terhadap kompleksitas kemanusiaan
dan alam. Ditemukan kebutuhan mendesak akan kerangka keadi-
lan epistemik interdisipliner (Interdisciplinary Epistemic Justice
Framework) yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan
gender dalam produksi pengetahuan. Pendekatan ini menghasilkan
model konseptual Transdisciplinary Ecological Paradigm, yang
memosisikan pengetahuan sebagai proses kolaboratif antara manu-
sia, budaya, dan lingkungan. Kesimpulannya, dekolonisasi ilmu
pengetahuan bukan sekadar kritik terhadap dominasi Barat,
melainkan upaya membangun epistemologi baru yang reflektif,
inklusif, dan transformatif sehingga ilmu pengetahuan kembali
menjadi kekuatan pembebasan yang relevan bagi kemanusiaan dan
planet ini.

Kata Kunci: keadilan epistemik, dekolonisasi pengetahuan, in-
terdisipliner, keadilan sosial, gender, krisis lingkungan

ABSTRACT

Modern science faces a serious epistemic crisis when scientific pro-
gress is no longer directly proportional to social justice and ecological
sustainability. The phenomena of structural poverty, social injustice,
identity radicalism, gender bias, and environmental crisis demon-
strate the limitations of scientific paradigms that are still reductionist,
sectoral, and Eurocentric. This study aims to examine how epistemic
inequality shapes the reproduction of these global problems and how
interdisciplinary and decolonial approaches can become a new foun-
dation for social and ecological justice. Using conceptual-analytical
methods and critical discourse analysis, this study reviews reputable
Scopus/ WoS academic literature and international policy documents
from the last decade. The results of the analysis show that epistemic
bias in social and environmental research has narrowed the under-
standing of the complexity of humanity and nature. There is an urgent
need for an Interdisciplinary Epistemic Justice Framework that
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integrates social, ecological, and gender dimensions in knowledge pro-
duction. This approach resulted in the conceptual model of the Trans-
disciplinary Ecological Paradigm, which positions knowledge as a col-
laborative process between humans, culture, and the environment. In
conclusion, the decolonization of science is not merely a critique of
Western domination, but an effort to build a new epistemology that is
reflective, inclusive, and transformative so that science can once again
become a force for liberation that is relevant to humanity and the
planet.

Keywords: epistemic justice, decolonization of knowledge, interdiscipli-
nary, social justice, gender, environmental crisis

PENDAHULUAN

Change, Controversy, Trend, Emergency, Solution (CCTES) Dunia saat ini berada da-
lam titik perubahan kritis (Change) yang ditandai oleh kontencinya (Controversy) atas kem-
iskinan yang tetap meluas, ketidakadilan struktural, radikalisme yang tumbuh, bias gender
yang terselubung, dan kerusakan lingkungan yang mempercepat darurat ekologis. Karena
sistem pengetahuan tradisional yang dominan yang sering kali bersifat Eurocentrik, sektoral,
dan fragmentaris gagal menjembatani masalah-masalah tersebut secara holistik. Contoh
nyata: penelitian terbitan 2025 menunjukkan bahwa literatur tentang sustainability science
masih kurang memasukkan aspek gender secara komprehensif, meskipun isu gender sangat
terkait dengan ketahanan sosial dan lingkungan (Frank et al., 2024). Juga, studi “Alleviating
Epistemic Injustice in Environmental Health Research: Strategies from Science and Values”
menunjukkan bahwa masyarakat termarjinalkan sering diabaikan dalam penelitian
kesehatan lingkungan dan bahwa keadilan epistemik sangat dibutuhkan saat ini (Frank et
al., 2024). Selain itu, artikel “Toward an intersectional equity approach in social ecological
transformations” mencatat tren kritis bagaimana transformasi sosial-ekologis harus melihat
interseksionalitas equity agar keadilan benar-benar tercapai (Sanchez-Garcia et al., 2025).
Dengan konteks emergensi sosial-ekologis seperti ini, solusi yang muncul tidak bisa sekadar
teknis atau kebijakan semata, melainkan perlu didasari oleh perubahan epistemologi
bagaimana kita mengetahui, siapa yang mengetahui, dan bagaimana pengetahuan itu di-
organisasi.

Literatur terkini menunjukkan pergeseran menuju pengakuan atas keadilan epis-
temik, dekolonisasi pengetahuan, dan integrasi pengetahuan lokal atau pribumi dalam sains
lingkungan maupun ilmu sosial. Karena peneliti semakin menyadari bahwa dominasi para-
digma ilmiah Barat dan bahasa resmi (misalnya publikasi berbahasa Inggris) sering menga-
baikan pengetahuan dari utara global, masyarakat adat, serta kelompok yang secara budaya
atau bahasa minoritas. Misalnya, artikel “Toward epistemic justice in social work research:
(Re) imagining global knowledge production” (2025) membahas bagaimana epistemologi non-
Barat sering dimarginalkan dalam penelitian sosial kerja dan menyerukan metodologi yang
reflektif dan inklusif (Maleku, 2025). Studi lain, “Decolonizing environmental education: cele-
brating epistemological diversity through integrating traditional ecological knowledge and sci-
entific knowledge in Oman” (2025), menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan lingkungan
di Oman kurang memasukkan traditional ecological knowledge dalam kurikulumnya, walau-
pun TEK itu menawarkan perspektif kritis terhadap modernitas dan globalisasi (Alhinai,
2025). Demikian pula, “Decolonizing biodiversity conservation” (2024) mengenalkan prinsip-
prinsip pengakuan, reparasi, kekuasaan epistemik sebagai hal-hal yang harus diperbaiki
dalam konservasi yang hingga kini seringkali menerapkan pendekatan dominan Barat
(Corbera et al., 2024). Literatur menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran
dan beberapa usaha integratif, masih terdapat gap besar antara wacana ideal keadilan epis-
temik dan praktik nyata penelitian/pembuatan kebijakan, khususnya terkait kemiskinan,
radikalisme, gender, dan kerusakan lingkungan.

Tulisan ini ditulis untuk merumuskan pendekatan interdisipliner dan dekolonial
yang konkret agar ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi pengamat pasif melainkan agen
perubahan yang adil sosial dan ekologis. Karena rumusan masalah yang telah diidentifikasi
yaitu: bentuk ketimpangan epistemik dalam penelitian; kegagalan pendekatan disipliner
konvensional; potensi pendekatan interdisipliner dan dekolonial; serta kebutuhan akan
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model konseptual solusi memerlukan sinkronisasi antara teori dan praktik yang dapat
membimbing penelitian masa depan dan kebijakan. Berdasarkan analisis literatur terkini
seperti artikel-artikel di atas dan tren bibliometrik dalam strategi pengentasan kemiskinan
(poverty alleviation) dan keadilan lingkungan yang menunjukkan kebutuhan interdisipliner
yang lebih besar. Contoh: studi scientometric dari Heliyon (2024) mengidentifikasi gap dalam
strategi pengentasan kemiskinan terkait keberlanjutan dan partisipasi local (Nzasabayezu et
al., 2024). Dengan demikian tujuan tulisan ini adalah (i) mengeksplorasi dan meng kritik
struktur epistemik yang memperkuat marginalisasi sosial dan ekologis, (ii) merumuskan
kerangka keadilan epistemik interdisipliner, dan (iii) menawarkan model baru yang trans-
formatif untuk ilmu pengetahuan sebagai keadilan sosial dan ekologis.

Argumen baru yang ditawarkan adalah bahwa dekolonisasi pengetahuan dan keadi-
lan epistemik tidak boleh dianggap sebagai tambahan atau perbaikan estetis semata, melain-
kan sebagai fundamental paradigm shift dalam cara ilmu pengetahuan diproduksi, diinsti-
tusikan, dan dioperasionalkan. Karena hanya dengan perubahan paradigma epistemik yang
mendasar yang menggabungkan epistemologi lokal, kesadaran gender, keadilan sosial, dan
keberlanjutan ekologis ilmu pengetahuan bisa benar-benar menanggapi urgensi masalah
global seperti kemiskinan yang terus hidup, ketidakadilan struktural, radikalisme ideologis,
bias gender, dan kerusakan lingkungan yang sudah kritis. Sejumlah karya baru mendukung
gagasan ini: “Toward an intersectional equity approach in social ecological transformations”
(2025) menekankan bahwa transformasi sosial-ekologis harus interseksional agar inklusif
dan adil. Begitu pula “Alleviating Epistemic Injustice in Environmental Health Research” (2025)
yang memberi strategi konkret untuk mengurangi marginalisasi pengetahuan masyarakat
terdampak secara langsung (Elliott, 2025). Dan prinsip-prinsip konservasi berbasis keadilan
epistemik dalam Decolonizing biodiversity conservation (2024) yang mengusulkan enam prin-
sip mulai dari recognition hingga power subversion.

Novelty tulisan ini terletak pada usulan kerangka konseptual Interdisciplinary Epis-
temic Justice Framework dan Transdisciplinary Ecological Paradigm yang tidak hanya
menyatukan berbagai disiplin, tetapi juga memprioritaskan keadilan epistemik, inklusi gen-
der, dan suara lokal dalam perjuangan melawan kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme,
dan krisis lingkungan.

KAJIAN LITERATUR
Epistemic Coloniality dan Keadilan Pengetahuan

Epistemic Coloniality merujuk pada praktik dan struktur yang menempatkan penge-
tahuan Barat sebagai standar sahih, sekaligus memarginalkan atau ‘menghabisi’ (epistemi-
cide) pengetahuan non-Barat; dalam wacana filsafat sosial, fenomena ini dikaitkan dengan
konsep dalam wacana filsafat sosial, fenomena ini dikaitkan dengan konsep epistemic injus-
tice (Fricker, 2007a). Karena relasi kekuasaan historis (kolonialisme, neo-kolonial ekonomi,
hegemonia akademik) membentuk siapa yang dipercaya, siapa yang dianggap berwibawa,
dan bahasa/format apa yang dihargai oleh komunitas ilmiah global. Akibatnya, kelompok
marjinal mengalami dua bentuk utama ketidakadilan epistemic testimonial injustice (kredi-
bilitas diturunkan) dan hermeneutical injustice (ketidakmampuan bersama untuk memahami
pengalaman tertentu). Kajian empiris terkini menunjukkan bagaimana asumsi epistemik ini
aktif dalam pendidikan sains, penelitian kesehatan, dan kurikulum: studi analitik
menemukan pola testimonial dan contributory injustice yang konsisten dalam literatur Nature
of Science dan pendidikan (Stroupe et al., 2025); tinjauan pada epistemic injustice di layanan
kesehatan juga menegaskan kerentanan pasien/komunitas termarjinalkan terhadap penga-
baian pengetahuan local (Nielsen et al., 2025). Selain itu, praktisi pendidikan dan sains
menyatakan bahwa struktur publikasi akademik (bahasa, akses, indikator) memperkuat
dominasi epistemik tertentu (Decolonizing the Curriculum: Philosophical Perspectives an Intro-
duction | Journal of Philosophy of Education | Oxford Academic, n.d.). Dengan demikian, me-
mahami Epistemic Coloniality melalui lensa Fricker menegaskan bahwa ketidakadilan penge-
tahuan bukan sekadar masalah etika individual, melainkan masalah struktural yang meng-
hambat kemampuan ilmu pengetahuan untuk merepresentasikan, mendengar, dan memberi
ruang bagi suara-suara marginal sebuah penghalang utama bagi penelitian yang berorien-
tasi keadilan sosial dan ekologis.
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Dekolonisasi pengetahuan mengusulkan perpindahan (shift) dari monolitik, Euro-
sentris epistemik menuju pluralitas epistemologis yang mengakui, memvalidasi, dan mem-
praktikkan pengetahuan lokal, tradisional, dan marginal sebagai kontribusi sah terhadap
ilmu. Karena hanya mengintegrasikan ragam epistemik melalui reparasi epistemik, redistri-
busi otoritas, dan desentralisasi lembaga produksi pengetahuan barulah penelitian dan ke-
bijakan bisa menghasilkan solusi yang relevan, adil, dan berkelanjutan bagi persoalan kem-
iskinan, ketidakadilan, radikalisme, gender, dan krisis lingkungan. Pemikiran Boaventura
de Sousa Santos (Epistemologies of the South), Walter Mignolo (epistemic disobedience) dan
Linda Tuhiwai Smith (Decolonizing Methodologies) menekankan praktik pengembalian suara
(voice), pengakuan (recognition), dan rekonstruksi metodologis. Bukti aplikatif muncul dari
studi-studi terbaru: inisiatif praktis untuk pragmatic decolonisation menampilkan model
desentralisasi penelitian, kolaborasi transdisipliner, dan inklusi pengetahuan lokal sebagai
strategi yang dapat dioperasionalkan (Kwachou, 2025); kajian konservasi menunjukkan pen-
erapan prinsip-prinsip dekolonial (recognition, reparative measures, power-sharing) mening-
katkan legitimasi dan efektivitas program konservasi(Epistemologies of the South | Justice
Against Epistemicide | Boaventur, 2014); dan pengalaman pendidikan lingkungan di be-
berapa negara (contoh: integrasi TEK) memperlihatkan peningkatan relevansi kurikulum
bagi komunitas lokal. Dekolonisasi pengetahuan bukan sekadar wacana normatif; ia mena-
warkan kerangka konseptual dan praktik yang dapat dikategorisasi menurut ruang aplikasi
(mis. kesehatan, pendidikan, konservasi, kebijakan pembangunan) dan diuji melalui studi
kasus yang menunjukkan bahwa redistribusi otoritas epistemik meningkatkan relevansi,
keadilan, dan ketahanan sosial-ekologis.

Paradigma Interdisipliner dalam Ilmu Pengetahuan Sosial dan Lingkungan

Paradigma interdisipliner muncul sebagai kritik terhadap fragmentasi ilmu penge-
tahuan yang lahir dari “disciplinary silos” pemikiran terpisah antar bidang sebagaimana
dikritik oleh C.P. Snow (1959) dalam konsep Two Cultures, dan dilanjutkan oleh Gibbons et
al. (1994) melalui gagasan Mode 2 Knowledge Production, serta Nicolescu (2002) dalam pen-
dekatan transdisiplinaritas.

Karena kompleksitas persoalan kontemporer seperti krisis lingkungan, ketimpangan
sosial, dan perubahan iklim tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu paradigma disipliner.
Disiplin tunggal cenderung melahirkan analisis yang parsial, reduksionis, dan gagal me-
mahami keterkaitan antara dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan kultural. Studi in-
terdisipliner terkini menunjukkan bahwa riset-riset berbasis integrasi antara ilmu sosial dan
lingkungan menghasilkan solusi lebih komprehensif terhadap krisis global. Misalnya,
penelitian oleh (Fazey et al., 2020) di Global Environmental Change menegaskan pentingnya
knowledge co-production lintas ilmu untuk perubahan sosial-ekologis; sementara (Thompson
Klein & Philipp, 2023) dalam Issues in Interdisciplinary Studies menunjukkan bahwa
struktur universitas yang masih “bersekat” menghambat inovasi ilmiah lintas bidang. Kajian
Maxwell et al. (Maxwell et al., 2019) di Sustainability Science bahkan membuktikan bahwa
proyek-proyek interdisipliner yang melibatkan ilmuwan sosial dan ekolog mampu mening-
katkan efektivitas kebijakan adaptasi iklim di tingkat komunitas. Dengan demikian, para-
digma interdisipliner menolak pemisahan epistemologis antar disiplin dan menegaskan
bahwa pemahaman atas realitas sosial-ekologis hanya dapat dicapai melalui dialog antara
ilmu, nilai, dan pengalaman manusia sebuah upaya melampaui batas akademik menuju
pengetahuan yang lebih reflektif dan solutif.

Pendekatan transdisciplinary ecology menawarkan paradigma baru dalam memahami
hubungan manusia alam dengan menggabungkan dimensi ilmiah, etis, dan humanistik da-
lam kerangka pengetahuan yang kolaboratif dan berorientasi keadilan ekologis. Karena krisis
lingkungan bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga persoalan moral, budaya, dan sosial.
Oleh karena itu, integrasi antara sains (data ekologis), etika (nilai dan tanggung jawab), dan
humaniora (narasi makna) menjadi penting untuk membentuk kebijakan yang berkelanjutan
dan berkeadilan. Kajian oleh (Transdisciplinarity as a Discipline and a Way of Being: Comple-
mentarities and Creative Tensions | Humanities and Social Sciences Communications, 2020)
di People and Nature menekankan bahwa pendekatan transdisipliner memperkuat keterli-
batan komunitas lokal dalam desain solusi ekologi. Selain itu, penelitian (Bergmann et al.,
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2021) di Sustainability Science menunjukkan bahwa transdisciplinary environmental research
dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas implementasi kebijakan hijau. Studi
(Borlaug & Svartefoss, 2025) dalam Environmental Science & Policy mengidentifikasi kategori
sukses proyek transdisipliner, seperti kesetaraan pengetahuan, refleksivitas, dan keber-
lanjutan jangka panjang. Contoh konkret dapat dilihat dalam program Future Earth
(Deutsches Komitee fir Nachhaltigkeitsforschung in Future Earth, 2022), yang memadukan
ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kerangka riset so-
sial-ekologis global. Pendekatan transdisciplinary ecology bukan hanya mengatasi batasan
disiplin, tetapi juga membangun “ekologi pengetahuan” (ecology of knowledges) yang menem-
patkan ilmu, etika, dan humaniora dalam satu ruang kolaboratif. Paradigma ini menjadi
fondasi bagi masa depan riset sosial-lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan, em-
pati, dan keadilan planet.

Teori Keadilan Sosial dan Ekologis

Teori keadilan sosial Rawlsian menekankan distributive justice pembagian sumber
daya yang adil melalui prinsip kebebasan dan perbedaan namun pemikir post-Rawlsian sep-
erti Nancy Fraser, Amartya Sen, dan Martha Nussbaum memperluasnya menjadi keadilan
multidimensi yang mencakup pengakuan (recognition), partisipasi, dan kapabilitas. Kritik
utama terhadap Rawls adalah fokusnya yang terlalu sempit pada distribusi ekonomi, tanpa
cukup memperhatikan dimensi sosial, kultural, dan ekologis dari ketidakadilan. Fraser
(2008; 2019) mengusulkan konsep three-dimensional justice redistribusi, pengakuan, dan
representasi sedangkan Sen (2009) dan Nussbaum (2011) menekankan capability approach
yang mengukur keadilan berdasarkan kemampuan aktual individu untuk menjalani ke-
hidupan yang bermakna. Riset kontemporer menunjukkan relevansi pendekatan post-
Rawlsian dalam konteks krisis global. Misalnya, studi oleh Grazini & Guarini (Grazini &
Guarini, 2025) di Environmental Politics menunjukkan bahwa model capability justice efektif
digunakan untuk menganalisis ketimpangan iklim di negara berkembang. Sementara O’Neill
& Holland (O Neill et al., 2022) dalam Ethics and International Affairs menegaskan bahwa
keadilan sosial abad ke-21 menuntut integrasi antara redistribusi material dan keadilan
ekologis. Kajian Wienhues (Wienhues, 2020) di Social Justice Research juga menegaskan
bahwa kapabilitas ekologis (ecological capabilities) harus menjadi bagian dari hak dasar
manusia. Dengan demikian, pergeseran dari paradigma Rawlsian menuju post-Rawlsian me-
nandai transisi konseptual penting: dari keadilan distributif menuju keadilan yang trans-
formative and relational, yang tidak hanya mengoreksi ketimpangan ekonomi, tetapi juga
memperbaiki ketimpangan epistemik, ekologis, dan moral dalam masyarakat global.

Teori keadilan ekologis menyoroti hubungan timbal balik antara eksploitasi ling-
kungan dan ketidakadilan sosial, dengan gerakan environmental justice dan ecofeminism se-
bagai dua paradigma utama yang menghubungkan keadilan, gender, dan ekologi. Karena
struktur patriarki dan kapitalisme global tidak hanya menindas manusia secara sosial, tetapi
juga menindas alam melalui logika dominasi, kontrol, dan ekstraksi. Vandana Shiva dan Val
Plumwood menegaskan bahwa eksploitasi terhadap alam dan perempuan merupakan dua
sisi dari sistem pengetahuan yang sama logic of mastery (Plumwood, 1993) yang harus di-
gantikan dengan etika kepedulian ekologis dan kesalingterhubungan. Studi mutakhir mem-
perkuat relevansi ini: penelitian (Temper et al., 2015) di Global Environmental Change menun-
jukkan bahwa gerakan environmental justice di Selatan Global melawan “ecological distribu-
tion conflicts” yang disebabkan oleh kolonialisme sumber daya. Penelitian Sinarga & Hara-
harap (Sinaga & Harahap, 2023) di Environmental Politics menemukan bahwa pendekatan
ecofeminist justice membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan iklim dan keadi-
lan gender. Sementara penelitian Yulisinta (Yulisinta et al., 2024) di Gender, Place & Culture
menunjukkan bahwa komunitas perempuan adat memainkan peran sentral dalam menjaga
keseimbangan ekologi melalui praktik pengetahuan lokal dan spiritualitas ekologis. Maka,
keadilan ekologis dan ecofeminism menghadirkan paradigma alternatif terhadap keadilan
sosial konvensional: ia memulihkan dimensi moral dan relasional antara manusia dan alam,
serta mendorong epistemic justice pengakuan terhadap cara-cara lain mengetahui dan hidup
secara ekologis sebagai dasar bagi keadilan planet (planetary justice).
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Kesenjangan Pengetahuan dan Gender Bias dalam Produksi Ilmu

Produksi ilmu pengetahuan modern secara historis dibangun di atas kerangka an-
drocentrism pandangan dunia yang berpusat pada pengalaman dan perspektif laki-laki yang
melahirkan epistemic bias terhadap pengalaman, tubuh, dan peran perempuan dalam
masyarakat dan penelitian ilmiah. Bias epistemik ini terjadi karena struktur akademik dan
metodologi sains didominasi oleh paradigma positivistik yang mengeklaim objektivitas uni-
versal, tetapi secara implisit merefleksikan nilai dan pengalaman laki-laki Barat sebagai
norma pengetahuan. Hal ini menjadikan perempuan dan kelompok marjinal bukan hanya
kurang terwakili, tetapi juga sering dianggap tidak layak sebagai subjek atau produsen
pengetahuan. Bukti empiris menunjukkan bahwa bias gender dalam sains dan sosial masih
berlangsung. Studi oleh Ann Yeboah (Ann Yeboah et al., 2025) di Gender & Society menun-
jukkan bahwa perempuan akademisi masih menghadapi epistemic exclusion melalui
mekanisme peer review dan agenda riset yang bias. Di bidang medis, Upadhyay (Upadhyay
et al., 2025) menunjukkan dalam Nature Reviews bahwa ketimpangan data biologis me-
nyebabkan “gender data gap” dalam riset farmasi dan kesehatan publik. Selain itu, kajian
oleh (University, 2023) di Science and Public Policy menemukan bahwa penelitian yang
dipimpin perempuan sering kali memperoleh pendanaan lebih rendah meskipun memiliki
dampak ilmiah setara. Dengan demikian, kritik terhadap androcentrism menegaskan bahwa
netralitas ilmiah sering kali bersifat semu; ia menuntut refleksi epistemologis yang lebih da-
lam untuk mengungkap relasi kekuasaan dalam struktur produksi pengetahuan dan mem-
bangun kerangka ilmiah yang adil, refleksif, serta inklusif gender.

Feminist epistemology hadir sebagai respons kritis terhadap bias epistemik dalam
sains dengan menekankan pentingnya situated knowledge (Donna Haraway), standpoint the-
ory (Nancy Hartsock, Sandra Harding), dan etika relasional dalam membangun ilmu yang
inklusif, reflektif, dan berkeadilan. Pendekatan ini menolak klaim objektivitas tunggal dan
menggantikannya dengan pluralitas perspektif yang diakui secara setara. Pengetahuan tidak
lagi dipandang sebagai entitas netral, tetapi sebagai hasil dari posisi sosial, pengalaman
tubuh, dan relasi kekuasaan. Dalam konteks kontemporer, feminist epistemology membuka
jalan bagi inclusive science yang menghargai peran pengalaman perempuan, kelompok adat,
dan minoritas sebagai sumber valid pengetahuan. Penelitian Jebsen (Jebsen et al., 2022) di
Hypatia menegaskan bahwa integrasi feminist standpoint theory dalam riset ilmiah mening-
katkan keandalan dan keadilan epistemik. Kajian Yang Yang (Yang et al., 2022) di Nature
Human Behaviour menunjukkan bahwa tim riset yang lebih beragam gender menghasilkan
inovasi ilmiah yang lebih tinggi dan berdampak luas. Sementara penelitian Reardon (Reardon
et al., 2023) di Science Advances menemukan bahwa penerapan prinsip equity and epistemic
justice dalam desain riset sosial memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sains. Studi
kasus penerapan nyata dapat dilihat pada proyek Gendered Innovations (Gendered Innova-
tions | Stanford University, 2022), yang mengembangkan metodologi analisis gender dalam
sains dan teknologi dengan hasil kebijakan yang diadopsi Uni Eropa dan NIH. Dengan
demikian, feminist epistemology tidak sekadar kritik terhadap patriarki dalam ilmu, tetapi
merupakan paradigma konstruktif untuk membangun keilmuan yang reflektif, kolaboratif,
dan berorientasi pada keadilan sosial serta epistemik. la menjadi fondasi menuju “sains yang
peduli” ilmu yang bukan hanya benar secara metodologis, tetapi juga adil secara moral dan
sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual analytical research, yaitu tipe
penelitian kualitatif yang berfokus pada telaah sistematis terhadap konsep-konsep, teori,
dan argumentasi dalam literatur ilmiah untuk membangun kerangka konseptual baru atau
melakukan reinterpretasi terhadap teori yang ada. Pendekatan ini relevan karena isu-isu
seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, radikalisme, dan krisis lingkungan bersifat multi-
dimensional dan menuntut pemahaman teoretik lintas bidang. Conceptual analytical re-
search memungkinkan peneliti untuk menelusuri akar epistemologis, mengkritisi premis
normatif, dan menemukan titik temu antar teori sosial, ekologi, dan etika. Menurut Snyder
(Snyder, 2019) dalam Journal of Business Research, riset konseptual menjadi kunci dalam
memperluas horizon ilmu dengan melakukan sintesis teoretis yang inovatif. Sementara Jaak-
kola (Designing Conceptual Articles: Four Approaches | AMS Review, 2020) dalam AMS Review
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menegaskan bahwa riset konseptual analitis berperan penting dalam mengintegrasikan teori
yang terfragmentasi untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks so-
sial-ekologis, studi oleh Hoerber et al (Hoerber et al., 2020) di Organization & Environment
menggunakan pendekatan ini untuk mengurai relasi ideologis antara kapitalisme dan
wacana keberlanjutan. Dengan demikian, pendekatan konseptual analitis tidak hanya mem-
bangun pemahaman teoretis terhadap wacana kemiskinan, gender, radikalisme, dan ling-
kungan, tetapi juga mengungkap bagaimana ide-ide tersebut dikonstruksi, diperdebatkan,
dan dapat direkonseptualisasi menuju paradigma yang lebih adil dan berkelanjutan.

Untuk menelusuri bagaimana kekuasaan, ideologi, dan pengetahuan diproduksi
serta direproduksi dalam wacana ilmiah, penelitian ini juga menggunakan metode Critical
Discourse Analysis (CDA), khususnya model Ariani (Ariani, 2019) yang menekankan tiga di-
mensi analisis: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. CDA dipilih karena mampu
mengungkap struktur ideologis di balik bahasa ilmiah misalnya bagaimana istilah “pem-
bangunan berkelanjutan”, “kemiskinan ekstrem”, atau “radikalisme agama” digunakan un-
tuk membentuk persepsi, mengukuhkan kekuasaan epistemik, atau menyingkirkan suara
kelompok marjinal. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis teks, tetapi juga menelusuri
konteks sosial-politik dan institusional yang melatarbelakangi produksi wacana ilmiah.
Penelitian van Dijk (van Dijk, 2021) di Discourse & Society menunjukkan bahwa CDA efektif
untuk mengungkap bias ideologis dalam publikasi ilmiah tentang migrasi dan kemiskinan.
Demikian pula, Lazar (Feminist Critical Discourse Analysis: Gender, Power and Ideology in
Discourse | SpringerLink, 2005) dalam Gender and Language mengembangkan feminist CDA
untuk menyoroti representasi gender dalam wacana kebijakan. Dalam konteks lingkungan,
Grossmann et al. (Grossmann et al., 2022) di Environmental Politics menggunakan CDA un-
tuk memetakan pergeseran diskursif dari “sustainable growth” menuju “ecological justice”.
Studi empiris ini menunjukkan bagaimana analisis wacana kritis dapat mengidentifikasi
relasi antara bahasa, kekuasaan, dan pengetahuan di berbagai isu sosial-ekologis. Dengan
menggabungkan conceptual analytical research dan critical discourse analysis, penelitian ini
tidak hanya mengkaji teori secara abstrak, tetapi juga menguji bagaimana ide dan narasi
ilmiah beroperasi sebagai alat hegemoni atau resistensi terhadap ketidakadilan sosial dan
ekologis. Pendekatan ini memungkinkan sintesis antara refleksi teoretik dan kritik ideologis,
menjadikannya metode yang kuat untuk memahami konstruksi dan transformasi penge-
tahuan dalam konteks global kontemporer.

Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa literatur akademik terindeks Sco-
pus dan Web of Science selama sepuluh tahun terakhir (2015 2025) untuk membangun basis
konseptual dan analitis terhadap isu kemiskinan, gender, radikalisme, dan krisis lingkungan
dalam konteks keadilan sosial dan epistemik. Pemilihan literatur akademik berkualitas tinggi
memastikan validitas epistemologis dan relevansi teoretik, sekaligus memetakan bagaimana
diskursus global mengenai epistemic justice dan decolonizing knowledge telah berkembang
lintas disiplin. Analisis literatur ini tidak hanya berfungsi sebagai tinjauan pustaka, tetapi
juga sebagai sumber data konseptual yang dieksplorasi secara kritis untuk mengidentifikasi
celah pengetahuan dan bias epistemik dalam riset sosial dan ekologis kontemporer. Sejalan
dengan panduan metodologis yang dikemukakan oleh Snyder (Snyder, 2019) dalam Journal
of Business Research dan Tranfield di British Journal of Management, pendekatan systematic
conceptual review digunakan untuk menyeleksi artikel berdasarkan relevansi tematik, kred-
ibilitas jurnal, dan kontribusi teoretik. Studi terkini seperti yang dilakukan oleh Chandler et
al. (Chandler et al., 2021) di Progress in Human Geography menyoroti bagaimana literatur
akademik masih didominasi oleh narasi utara-global, sehingga dekolonisasi pengetahuan
menjadi kebutuhan epistemologis mendesak. Dengan demikian, literatur akademik terindeks
Scopus/WoS tidak hanya berfungsi sebagai data empiris konseptual, tetapi juga menjadi
arena refleksi kritis terhadap struktur kekuasaan pengetahuan global, membuka ruang un-
tuk pengembangan paradigma alternatif yang lebih inklusif dan kontekstual.

Selain literatur akademik, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan
global seperti United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs), UNESCO Science Re-
port (2021), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023), dan UN Women Reports
(2022) sebagai sumber data sekunder dalam analisis wacana kritis (CDA). Dokumen-doku-
men tersebut dipilih karena secara normatif membentuk arah wacana global mengenai kead-
ilan sosial, kesetaraan gender, dan keberlanjutan ekologi. Analisis terhadap teks kebijakan
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internasional memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana bahasa, terminologi, dan
narasi pembangunan diproduksi untuk melegitimasi struktur kekuasaan tertentu, sekaligus
menyingkap ketegangan antara retorika keadilan global dan realitas ketimpangan struktural
di lapangan. Studi oleh Biermann et al. (Biermann et al., 2017) di Nature Sustainability dan
Lyytimaki et al.. (Lyytimaki et al., 2023) di Global Environmental Change menunjukkan
bahwa meskipun SDGs dan laporan IPCC mengusung misi keadilan sosial dan ekologis,
narasi kebijakan global masih sarat dengan bias teknokratis dan kurang sensitif terhadap
konteks lokal. Demikian pula, Abimbola et al. (Abimbola et al., 2024) dalam World Develop-
ment menekankan bahwa kebijakan global kerap mengabaikan dimensi epistemik dan bu-
daya dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan gender. Oleh karena itu, dokumen ke-
bijakan global digunakan tidak hanya sebagai sumber normatif, tetapi juga sebagai objek
analisis wacana untuk mengungkap relasi kuasa dan bias epistemik dalam produksi penge-
tahuan kebijakan internasional. Pendekatan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan
policy discourse analysis dengan conceptual analytical research untuk membangun pema-
haman kritis yang lebih holistik dan dekolonial terhadap isu-isu sosial-ekologis global.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis dan interpretatif sebagai
metode utama untuk menelusuri pola-pola bias epistemik yang muncul dalam wacana ilmiah
dan kebijakan global tentang kemiskinan, gender, radikalisme, dan lingkungan. Pendekatan
ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana makna, nilai, dan
struktur kekuasaan terinternalisasi dalam produksi pengetahuan ilmiah, bukan sekadar
menilai isi atau hasil riset. Analisis kritis-interpretatif menekankan dimensi reflektif dari ba-
hasa dan konsep, sehingga mampu mengungkap bagaimana epistemologi dominan merepro-
duksi ketimpangan sosial dan ekologis. Sebagaimana dijelaskan oleh Fairclough dalam Crit-
ical Discourse Studies dan Bhambra (Gurminder K. Bhambra, 2020) di The Sociological Re-
view, analisis kritis tidak hanya menyoroti isi teks tetapi juga konteks sosial-historisnya,
termasuk relasi kuasa dan narasi hegemonik yang mendasari produksi pengetahuan. Pen-
dekatan interpretatif digunakan untuk memaknai simbol, istilah, dan struktur wacana da-
lam teks akademik dan kebijakan, dengan merujuk pada model interpretatif Ricoeur (Thomp-
son & Ricoeur, 2016) dan teori reflexive epistemology dari Alvesson & Sandberg (Sage Re-
search Methods - Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research, 2018). Dengan
demikian, analisis kritis dan interpretatif dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan
menemukan bias epistemik, tetapi juga mengartikulasikan kemungkinan epistemologi alter-
natif yang lebih inklusif dan reflektif terhadap keanekaragaman sosial, budaya, dan ekologis.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah sintesis komparatif lintas disiplin (com-
parative interdisciplinary synthesis) untuk membangun pemahaman yang holistik terhadap
keterkaitan antara dimensi sosial, filosofis, ekologis, dan gender dalam struktur penge-
tahuan modern. Pendekatan ini penting karena permasalahan kemiskinan, ketidakadilan,
dan krisis lingkungan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu disiplin ilmu. Integrasi an-
tara sosiologi, filsafat, ekologi, dan gender studies memungkinkan artikulasi pengetahuan
yang melampaui sekat-sekat akademik (disciplinary silos), sebagaimana dikritik oleh Snow
dan Nicolescu (Nicolescu, 2012). Model sintesis ini mengikuti prinsip Mode 2 Knowledge Pro-
duction (Folkes, 2006) yang menekankan ko-produksi pengetahuan berbasis konteks dan
kolaborasi antar-disiplin. Studi terkini oleh Fazey et al. (2022) dalam Boon & Van Baalen
(Boon & Van Baalen, 2019) di Sustainability Science menunjukkan bahwa analisis lintas
disiplin dapat mengidentifikasi “blind spots” epistemik yang tidak terdeteksi oleh metodologi
konvensional. Dalam konteks gender studies, misalnya, sintesis interdisipliner membantu
mengungkap hubungan antara patriarki epistemik dan marginalisasi pengetahuan lokal da-
lam kebijakan lingkungan (Staffa et al., 2022a). Dengan demikian, sintesis komparatif lintas
disiplin berfungsi sebagai strategi metodologis untuk menghubungkan analisis kritis dengan
rekonstruksi teoretik, menghasilkan pemahaman baru yang mampu menjembatani antara
sains, etika, dan keadilan sosial-ekologis.

Validasi konseptual dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peer epis-
temic triangulation, yaitu proses pengujian keabsahan konsep dengan membandingkan,
mengontraskan, dan merekonsiliasi berbagai pandangan lintas disiplin serta sumber akad-
emik yang kredibel. Dalam penelitian konseptual-analitis, validasi tidak dilakukan melalui
eksperimen atau data kuantitatif, melainkan melalui konfirmasi antar kerangka epistemik.
Triangulasi epistemik memungkinkan verifikasi keilmuan secara dialogis, di mana teori dan
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temuan ditinjau melalui perspektif berbeda misalnya dari sosiologi kritis, filsafat penge-
tahuan, ekologi politik, dan studi gender. Pendekatan ini menghindarkan penelitian dari bias
mono-disipliner dan memperkuat konsistensi teoretik. Sebagaimana dijelaskan oleh Flick
(Flick, 1992) dalam Qualitative Inquiry dan Carter et al. (Carter et al., 2014) di International
Journal of Qualitative Methods, triangulasi epistemik tidak hanya menggabungkan data,
tetapi juga menguji kesesuaian paradigma antar disiplin. Studi oleh Nyssa et al. (Nyssa et
al., 2024) dalam Environmental Science & Policy menegaskan bahwa validasi lintas epistemik
penting dalam penelitian interdisipliner untuk menjamin keutuhan makna, terutama ketika
konsep keadilan sosial dan ekologis dianalisis dari berbagai sudut pandang teoretis. Dengan
demikian, peer epistemic triangulation memastikan bahwa hasil interpretasi konseptual
penelitian ini tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga sahih dalam konteks lintas-
disiplin, mencerminkan keberagaman pengetahuan ilmiah yang lebih adil dan reflektif.

Implementasi peer epistemic triangulation dilakukan melalui mekanisme cross-valida-
tion terhadap sumber akademik terindeks Scopus/WoS dan masukan sejawat lintas disiplin
yang relevan dengan isu penelitian, seperti keadilan epistemik, gender, dan ekologi politik.
Strategi ini dipilih karena permasalahan yang dikaji kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme,
dan krisis lingkungan bersifat kompleks dan memerlukan penyandingan argumen antara
disiplin sosial, humaniora, dan sains lingkungan. Validasi lintas disiplin memberikan ja-
minan bahwa konstruksi teoretik tidak bias pada satu tradisi intelektual tertentu, melainkan
terbuka terhadap dialog epistemik. Sebagai contoh, proses triangulasi dilakukan dengan
mengonfrontasikan teori epistemic injustice dengan paradigma decolonial ecology (Mignolo,
2020) dan teori gendered environmental knowledge (Elmhirst, 2020). Pendekatan serupa dit-
erapkan oleh Rebecca Elmhirst (Beyond Handbook Tyrannies: Pluralising the Practice of Fem-
inist Political Ecology - Undisciplined Environments, 2020) dalam Sustainability Science yang
menekankan pentingnya epistemic co-production antar akademisi dan komunitas ilmiah
global untuk menghindari bias utara-global. Dalam penelitian ini, triangulasi juga melibat-
kan pembacaan kritis lintas sumber (misalnya, UNESCO Science Report 2021 dan UN Women
Policy Brief 2022) guna memperkuat keabsahan temuan konseptual. Oleh karena itu, validasi
konseptual melalui peer epistemic triangulation tidak hanya meningkatkan keandalan inter-
pretasi teoretik, tetapi juga mencerminkan komitmen etis terhadap keadilan pengetahuan,
di mana berbagai tradisi ilmiah berkontribusi setara dalam membangun epistemologi yang
lebih inklusif dan transformatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Krisis Epistemik Global

Hasil penelitian ini mengidentifikasi adanya krisis epistemik global di mana ilmu
pengetahuan modern cenderung menyingkirkan suara-subjek marjinal seperti kaum miskin,
perempuan, masyarakat adat, dan pembela lingkungan hidup. Krisis ini muncul karena
dominasi paradigma positivistik dan teknokratis yang menempatkan pengetahuan ilmiah
Barat sebagai otoritas tunggal, sehingga mengabaikan bentuk-bentuk pengetahuan lokal
dan pengalaman hidup kelompok minoritas. Sebagaimana diungkapkan oleh Santos (de
Sousa Santos, 2018a) dalam Globalizations dan Alkemade et al. (Alkemade et al., 2024) di
The Sociological Review, universalisasi epistemologi Barat telah menciptakan “zona ketid-
aktahuan” terhadap pengetahuan dari Selatan-Global. Dalam konteks lingkungan, riset oleh
Escobar (Escobar, 2017a) di Environmental Humanities menunjukkan bahwa kebijakan
global berbasis sains sering gagal memahami dimensi kultural dan spiritual dari relasi
manusia-alam. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa krisis epistemik
bukan sekadar masalah akademik, melainkan problem keadilan sosial yang menuntut
rekonstruksi ulang paradigma pengetahuan agar lebih demokratis dan kontekstual.

Temuan penelitian ini direinterpretasikan melalui kerangka epistemic justice (Fricker,
2007c) dan pendekatan decolonial knowledge, yang menyoroti pentingnya mengakui otoritas
kognitif kelompok marjinal. Reinterpretasi ini penting karena bias epistemik bukan hanya
bentuk ketidaktepatan ilmiah, tetapi juga praktik eksklusi sosial yang memproduksi ketim-
pangan struktural. Penelitian oleh Pohlhaus (Pohlhaus, 2020) dalam Philosophy and Social
Criticism menunjukkan bahwa pengakuan terhadap “epistemic agency” kelompok tertindas
dapat memperluas horizon ilmiah dan memperkaya teori sosial. Contoh nyata dapat dilihat
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dalam gerakan pengetahuan adat (indigenous knowledge movements) di Amerika Latin, yang
berkontribusi terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan (Schmidt et al., 2021). Reinter-
pretasi hasil penelitian ini menegaskan bahwa dekolonisasi pengetahuan harus dimulai dari
pengakuan bahwa semua manusia memiliki kapasitas epistemik yang setara, dan bahwa
keanekaragaman cara mengetahui (ways of knowing) adalah fondasi bagi keadilan sosial-
ekologis global.

Dislokasi epistemik terjadi ketika pengetahuan ilmiah terlepas dari konteks sosial
dan ekologisnya, sehingga menghasilkan solusi yang bersifat fragmentaris dan tidak berke-
lanjutan. Ketika ilmu pengetahuan dipisahkan dari etika dan nilai-nilai kemanusiaan, riset
cenderung mengabaikan dimensi relasional antara manusia dan alam. Menurut Schmidt et
al. (Schmidt et al., 2021) di Global Environmental Change, fragmentasi penelitian sosial dan
ekologi menyebabkan kebijakan pembangunan sering gagal menyentuh akar masalah ketim-
pangan. Contohnya, kebijakan mitigasi iklim berbasis pasar karbon sering memperparah
ketidakadilan bagi komunitas adat di wilayah tropis (Martinez Alier, 2020). Dislokasi penge-
tahuan menuntut pembentukan paradigma transdisipliner yang mengintegrasikan etika,
spiritualitas, dan sains untuk mengembalikan relevansi sosial-ekologis ilmu pengetahuan.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah proses de-otorisasi terhadap penge-
tahuan lokal, di mana wacana ilmiah global cenderung meminimalkan validitas pengalaman
subjek marjinal. Fenomena ini terjadi karena struktur pengetahuan global masih beroperasi
dalam hierarki kolonial yang menempatkan “ilmuwan global utara” sebagai pusat otoritas.
Studi oleh Gutman & Codiroli McMaster, (Gutman & Codiroli McMaster, 2020) di Gender,
Place & Culture menunjukkan bahwa pengalaman perempuan dalam pengelolaan sumber
daya alam sering diabaikan dalam riset ekologi karena dianggap “kurang objektif”. Demikian
pula, riset Satterthwaite (Satterthwaite, 2016) di Progress in Human Geography memperlihat-
kan bagaimana proyek pembangunan global sering menolak masukan komunitas lokal
dengan alasan “non-teknis”. Deotorisasi ini memperlemah legitimasi sosial ilmu penge-
tahuan. Karena itu, proses produksi pengetahuan harus diarahkan pada co-production of
knowledge, di mana ilmuwan dan komunitas lokal berkolaborasi secara sejajar.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan pendekatan in-
terdisipliner dalam kebijakan pengetahuan cenderung lebih adaptif dan adil dalam
menghadapi krisis sosial-ekologis. Pendekatan yang mengintegrasikan sains, humaniora,
dan pengetahuan lokal menciptakan kerangka solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Studi komparatif oleh Dorji et al. (Dorji et al., 2024)di Environmental Science & Policy menun-
jukkan bahwa integrasi pengetahuan adat dalam perencanaan iklim meningkatkan keber-
hasilan konservasi hingga 30%. Di sisi lain, pendekatan teknokratis yang sempit di banyak
negara industri justru memperparah ketimpangan gender dan ekologis (Marshall et al.,
2021). Temuan ini menegaskan bahwa solusi terhadap krisis global membutuhkan epistemic
pluralism pengakuan terhadap keberagaman sumber pengetahuan sebagai syarat utama bagi
inovasi sosial dan ekologis yang berkeadilan.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan reorientasi sistem
pengetahuan global melalui integrasi prinsip keadilan epistemik, dekolonisasi pendidikan
tinggi, dan kolaborasi lintas-disiplin. Transformasi epistemik diperlukan agar ilmu penge-
tahuan tidak hanya menjadi alat teknologis, tetapi juga sarana pembebasan dan keberlanju-
tan kehidupan. UNESCO Science Report (2021) menyerukan pentingnya inclusive knowledge
ecosystems untuk memastikan partisipasi perempuan dan komunitas adat dalam produksi
sains. Contoh nyata dapat ditemukan dalam Buen Vivir framework di Ekuador yang meng-
gabungkan spiritualitas lokal dan ilmu ekologi modern (Marchand & Hérault, 2019). Rencana
aksi yang ditawarkan adalah membangun epistemic solidarity kolaborasi lintas disiplin, bu-
daya, dan institusi sebagai jalan menuju transformasi ilmu pengetahuan yang adil, reflektif,
dan berorientasi pada keberlanjutan planet.

Keterbatasan Pendekatan Konvensional

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pendekatan konvensional dalam ilmu sosial
dan lingkungan sering kali gagal menjelaskan kompleksitas fenomena sosial-ekologis karena
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terjebak dalam reduksionisme metodologis. Empat bentuk reduksionisme utama teridentifi-
kasi: reduksionisme ekonomi dalam studi kemiskinan, sekularisasi ekstrem dalam studi
radikalisme, maskulinisasi dalam sains sosial, dan tekno-sentrisme dalam riset lingkungan.
Menurut Hickel & Kallis (Hickel & Kallis, 2020) di World Development, studi kemiskinan yang
berbasis indikator ekonomi semata mengabaikan dimensi sosial, kultural, dan ekologis dari
kesejahteraan. Dalam konteks lain, penelitian oleh Rahman et al. (Rahman et al., 2018) di
Critical Studies on Terrorism menunjukkan bahwa kajian radikalisme yang menyingkirkan
spiritualitas menghasilkan analisis yang dangkal terhadap proses ideologisasi. Dengan
demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa paradigma konvensional perlu direkonstruksi
menuju model analisis yang lebih reflektif, interdisipliner, dan sensitif terhadap konteks so-
sial serta dimensi kemanusiaan.

Temuan penelitian ini direinterpretasikan melalui lensa critical epistemology dan de-
colonial science, yang menyoroti bahwa bias metodologis konvensional berakar pada para-
digma modernitas yang menempatkan rasionalitas Barat sebagai ukuran tunggal penge-
tahuan. Reinterpretasi ini penting karena reduksionisme epistemik tidak hanya mem-
iskinkan pemahaman ilmiah, tetapi juga mereproduksi struktur ketidakadilan sosial dalam
kebijakan dan penelitian. Bhambra & Holmwood (Bhambra & Holmwood, 2021) di The British
Journal of Sociology menunjukkan bahwa marginalisasi epistemik terhadap pengetahuan lo-
kal dan spiritual merupakan bagian dari warisan kolonialisme akademik. Dalam sains ling-
kungan, Harrington (Harrington, 2020) di Environmental Humanities juga menegaskan per-
lunya “re-enchantment of science” untuk memulihkan relasi manusia-alam yang holistik.
Reinterpretasi ini menegaskan perlunya paradigma baru yang menggabungkan sains, etika,
dan humaniora sebagai langkah menuju keadilan epistemik dan keberlanjutan sosial-
ekologis.

Dislokasi epistemik terjadi ketika metode konvensional memisahkan realitas sosial
dari konteks spiritual, ekologis, dan gender yang menyertainya. Ilmu sosial dan lingkungan
yang dipraktikkan dalam kerangka sekuler-ekonomistik cenderung mengabaikan dimensi
moral dan relasional dari kehidupan manusia. Sebagai contoh, penelitian oleh Gierycz
(Gierycz, 2020) di Religion menunjukkan bahwa sekularisasi ekstrem dalam studi
radikalisme menyebabkan pengabaian terhadap dinamika pencarian makna dan moralitas
dalam kelompok keagamaan. Begitu pula, riset Jackson (How Feminist Economics Challenges
Traditional Views of Women’s Work - Socio.Health, 2024) di Feminist Economics menyoroti
bahwa ekonomi arus utama gagal mengenali kerja reproduktif perempuan yang tak terhitung
dalam PDB, menciptakan ilusi kesejahteraan yang bias gender. Dislokasi ini menegaskan
pentingnya reintegrasi dimensi etika, spiritual, dan sosial dalam riset sosial agar lebih rele-
van terhadap pengalaman manusia secara menyeluruh.

Proses deotorisasi epistemik dalam ilmu konvensional ditandai dengan pengabaian
pengalaman subjek-subjek non-dominan seperti perempuan, masyarakat adat, dan komuni-
tas miskin. Praktik ini memperkuat monopoli epistemik yang menjadikan pengetahuan
Barat, laki-laki, dan teknokratik sebagai satu-satunya sumber kebenaran ilmiah. Se-
bagaimana ditunjukkan oleh Grasswick (Grasswick, 2018) dalam Social Epistemology, sains
modern masih terstruktur oleh androcentrism yang menempatkan objektivitas sebagai ne-
tralitas maskulin. Sementara itu, penelitian Sollund (Sollund, 2015) di Gender, Technology
and Development menegaskan bahwa teknologi dan ekologi modern sering mengeksklusi
pengalaman perempuan dan kearifan ekologis mereka. Deotorisasi ini menegaskan perlunya
penerapan feminist epistemology dan situated knowledge (Haraway, 1988) untuk mengakui
bahwa semua pengetahuan bersifat kontekstual dan relasional.

Analisis komparatif antara pendekatan konvensional dan alternatif menunjukkan
bahwa model interdisipliner dan reflektif lebih efektif dalam memahami kompleksitas masa-
lah sosial dan lingkungan. Pendekatan transdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial,
spiritualitas, dan ekofeminisme terbukti mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan
berkelanjutan. Misalnya, riset Pinho-Gomes & Woodward (Pinho-Gomes & Woodward, 2024)
di Global Environmental Change menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai gender dan spirit-
ualitas dalam penelitian iklim meningkatkan efektivitas kebijakan adaptasi hingga 40%. Di
sisi lain, pendekatan ekonomi murni justru memperburuk ketimpangan social (Plummer et
al., 2022). Dengan demikian, penelitian lintas disiplin dan berbasis nilai-nilai humanistik
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terbukti lebih mampu menjawab tantangan sosial-ekologis dibandingkan model konven-
sional yang terfragmentasi.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan transformasi para-
digma ke arah epistemic pluralism dan reflexive interdisciplinarity untuk mengatasi bias
struktural ilmu konvensional. Transformasi ini diperlukan agar ilmu pengetahuan menjadi
alat emansipasi sosial, bukan sekadar instrumen teknologis atau ekonomi. UNESCO Science
Report (UNESCO SCIENCE REPORT - The Race against Time for Smarter Development 2021,
2021) menekankan pentingnya inclusive knowledge systems yang melibatkan perempuan,
masyarakat adat, dan komunitas lokal dalam proses ilmiah. Contoh praksis dapat dilihat
pada program Buen Vivir di Amerika Latin yang menggabungkan spiritualitas, etika komuni-
tas, dan ekologi lokal dalam kebijakan pembangunan (Gudynas, 2019). Oleh karena itu,
rekonstruksi epistemik berbasis keadilan, refleksivitas, dan kolaborasi lintas pengetahuan
merupakan langkah strategis untuk membangun sains yang lebih inklusif dan bermakna
bagi kehidupan global.

Rekonstruksi Epistemologi: Menuju Keadilan Sosial Ekologis

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis epistemik global dapat diatasi melalui
rekonstruksi paradigma pengetahuan berbasis Epistemic Justice Framework yang menginte-
grasikan keadilan sosial, gender, dan lingkungan. Paradigma ini menekankan bahwa keadi-
lan dalam ilmu pengetahuan tidak hanya mencakup distribusi hasil pengetahuan, tetapi
juga partisipasi setara dalam proses produksi pengetahuan. Fricker (Fricker, 2007b)
mengemukakan bahwa epistemic injustice muncul ketika kelompok tertentu seperti per-
empuan, masyarakat adat, atau komunitas miskin tidak diakui sebagai subjek pengetahuan.
Temuan ini diperkuat oleh Aisyah & Lanin. (Aisyah & Lanin, 2024) dalam Sustainability Sci-
ence, yang membuktikan bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam penelitian lingkungan
meningkatkan validitas sosial dan efektivitas kebijakan ekologi. Dengan demikian, penelitian
ini mengonfirmasi bahwa integrasi dimensi sosial, gender, dan ekologis merupakan fondasi
penting bagi terciptanya knowledge democracy yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian direinterpretasikan dalam kerangka Epistemic Justice Framework
yang mereposisi ilmu pengetahuan sebagai praksis moral dan spiritual, bukan sekadar
kegiatan teknis atau ekonomis. Reinterpretasi ini diperlukan untuk mengatasi disintegrasi
antara sains dan nilai-nilai kemanusiaan, yang selama ini membuat sains kehilangan fungsi
etisnya dalam menjawab krisis sosial dan ekologis. Menurut Santos (de Sousa Santos, 2018b)
dalam Review of International Studies, dekolonisasi pengetahuan menuntut reintegrasi aspek
moral dan spiritual dalam sains modern agar tidak tercerabut dari akar sosial dan
ekologisnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan gagasan moral ecology yang dikemuka-
kan Jennings et al.(Jennings et al., 2016) di Environmental Ethics, yang menegaskan pent-
ingnya kesalingterhubungan etika manusia dan alam. Reinterpretasi ini memperluas makna
sains menjadi praksis keadilan sosial dan ekologis, sekaligus ruang spiritual bagi refleksi
kemanusiaan dan tanggung jawab ekologis.

Dislokasi epistemik terjadi karena dominasi paradigma positivistik yang memisahkan
pengetahuan ilmiah dari pengalaman sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat. Ketika
pengetahuan diproduksi tanpa memperhatikan konteks sosial dan kultural, ia kehilangan
relevansi dan legitimasi moralnya. Enninga & Yonk (Enninga & Yonk, 2023) dalam Environ-
mental Science & Policy menemukan bahwa pendekatan teknokratis dalam kebijakan ling-
kungan gagal memperhitungkan pengetahuan lokal dan nilai komunitas, sehingga memper-
lemah efektivitas kebijakan. Begitu pula, penelitian Noda (Noda, 2020) di Globalizations
mengungkapkan bahwa universalisasi epistemik Barat menciptakan “epistemic erasure” ter-
hadap cara tahu non-Barat. Dislokasi ini menegaskan perlunya reposisi sains sebagai sistem
pengetahuan yang terbuka terhadap pluralitas epistemik dan kearifan lokal dalam rangka
membangun keadilan sosial-ekologis.

Proses deotorisasi dalam sains modern terjadi ketika otoritas pengetahuan terpusat
pada institusi Barat, teknokrat, dan ilmuwan elit, sementara pengetahuan komunitas lokal
atau spiritual dipinggirkan. Struktur hierarkis ini mempertahankan ketimpangan epistemik
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dan menghambat inovasi sosial-ekologis yang berbasis pengalaman hidup masyarakat. Fer-
guson (Ferguson, 2000) dalam Social Epistemology menunjukkan bahwa epistemologi feminis
mampu menantang struktur hierarkis sains dengan mengakui situated knowledge penge-
tahuan yang lahir dari posisi sosial tertentu. Demikian pula, Ludwig et al. (Ludwig et al.,
2024) dalam Sustainability menjelaskan bahwa autonomous epistemologies masyarakat adat
Amerika Latin membuka ruang bagi pembentukan sains transdisipliner yang adil dan
kontekstual. Deotorisasi epistemik perlu digantikan oleh prinsip epistemic plurality di mana
setiap komunitas memiliki hak untuk mendefinisikan dan menafsirkan realitasnya sendiri.

Hasil komparasi antara paradigma konvensional dan Transdisciplinary Ecological Par-
adigm menunjukkan bahwa model interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi ilmiah,
etis, dan kultural lebih efektif dalam menghasilkan solusi berkeadilan. Pendekatan transdi-
sipliner memungkinkan dialog antara sains modern dan pengetahuan lokal, sekaligus meng-
gabungkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam penyelesaian masalah global. Bergmann et
al. (Bergmann et al., 2021) dalam Transdisciplinary Journal of Engineering & Science men-
jelaskan bahwa paradigma transdisipliner mendorong sintesis antara rasionalitas ilmiah dan
kebijaksanaan budaya. Staffa et al. (Staffa et al., 2022b) di Global Environmental Change
menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lintas disiplin memperkuat kebijakan keber-
lanjutan dan inklusivitas gender dalam penelitian lingkungan. Dengan demikian, Transdis-
ciplinary Ecological Paradigm merupakan jalan menuju keadilan sosial-ekologis melalui pen-
yatuan epistemik antara ilmu, etika, dan kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi utama adalah membangun sistem penge-
tahuan global berbasis epistemic justice dan transdisciplinary ecology, di mana setiap disiplin
dan komunitas memiliki posisi epistemik yang setara. Reformasi ini krusial untuk mengatasi
ketimpangan produksi pengetahuan global yang masih dikuasai oleh pusat-pusat akademik
di utara-global. UNESCO (Strengthening Gender and Inclusivity in Science Grant-Making Coun-
cils Will Generate More Impactful Research - HSRC, 2023) menegaskan perlunya inclusive sci-
ence systems yang menempatkan masyarakat lokal, perempuan, dan kaum muda sebagai
aktor aktif dalam produksi ilmu. Inisiatif seperti Future Earth dan IPBES Indigenous and Local
Knowledge Program menjadi contoh praktik sukses integrasi pengetahuan ilmiah dan local
(Telling Local Stories, 2016). Oleh karena itu, masa depan sains harus diarahkan pada par-
adigma rekonstruktif yang menempatkan keadilan sosial, gender, dan lingkungan sebagai
pusat epistemologi baru yang etis, pluralistik, dan transformatif.

Model Konseptual yang Dihasilkan

Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menampilkan keterkaitan dina-
mis antara lima isu global kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, gender, dan lingkungan
dalam satu kerangka analisis berbasis epistemic justice. Model ini menegaskan bahwa kelima
isu tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat melalui struktur epistemik yang
timpang dan bias dalam produksi pengetahuan. Studi oleh Byskov & Hyams. (Byskov & Hy-
ams, 2022) dalam Sustainability Science menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial dan
ekologis sering berakar pada sistem pengetahuan yang eksklusif dan hierarkis. Selain itu,
penelitian (OECD, 2021) di Global Environmental Change membuktikan bahwa interaksi
multidimensi antara isu gender dan lingkungan menentukan efektivitas kebijakan keber-
lanjutan. Dengan demikian, model ini berfungsi sebagai kerangka integratif untuk me-
mahami kompleksitas global dalam satu sistem epistemik yang berkeadilan, partisipatif, dan
transformatif.

Reinterpretasi hasil penelitian dilakukan dengan menempatkan interaksi lima isu
tersebut dalam kerangka Epistemic Justice Framework, di mana keadilan pengetahuan men-
jadi fondasi bagi keadilan sosial-ekologis. Reinterpretasi ini penting untuk menggeser fokus
analisis dari pendekatan sektoral menuju pendekatan interdependen yang menyoroti relasi
pengetahuan kekuasaan dalam membentuk ketidakadilan struktural. Menurut Santos (The
End of the Cognitive Empire, 2018) dalam Review of International Studies, keadilan epistemik
mensyaratkan inklusi pengalaman yang selama ini dimarginalisasi dari proses ilmiah, ter-
masuk pengalaman perempuan dan komunitas terdampak kemiskinan ekologis. Escobar
(Escobar, 2017b) dalam Sustainability menambahkan bahwa kerangka ini menghidupkan
kembali peran moral dan kultural dalam membangun paradigma sains yang berakar pada

199



Sintia Tri Nugraheni, Mohammad Fahri Ali, Qurotul A’yun, Ali Hasan Siswanto

solidaritas planet. Reinterpretasi ini memperkuat posisi model sebagai instrumen teoretis
yang menumbuhkan dialog lintas isu dan lintas disiplin dalam mengupayakan transformasi
sosial yang adil dan berkelanjutan.

Dislokasi epistemik teridentifikasi ketika kelima isu global tersebut dipahami secara
terpisah, yang menyebabkan fragmentasi pengetahuan dan lemahnya efektivitas kebijakan.
Pemisahan antara isu sosial, ekonomi, gender, dan ekologi adalah warisan reduksionisme
modern yang menolak keterhubungan antarrealitas. Kharouaa & Aoujil (Kharouaa & Aoujil,
2025) dalam Environmental Science & Policy menegaskan bahwa pendekatan teknokratis ter-
hadap kemiskinan dan lingkungan gagal menangani akar ketidakadilan struktural karena
mengabaikan dimensi sosial dan kultural. Selain itu, Ndlovu-Gatsheni (Decolonization, De-
velopment and Knowledge in Africa, 2020) dalam Globalizations menunjukkan bahwa frag-
mentasi pengetahuan memperkuat dominasi epistemik Barat dan memarginalkan perspektif
lokal. Oleh karena itu, model konseptual ini hadir sebagai upaya rekonstruktif yang
menyatukan kembali dimensi sosial, moral, dan ekologis dalam satu ekosistem epistemik
yang adil.

Proses deotorisasi dalam penelitian ini menunjukkan perlunya mendistribusikan
ulang otoritas pengetahuan, dari pusat-pusat akademik global menuju komunitas yang men-
jadi subjek dari lima isu tersebut. Pendekatan ini penting untuk membongkar hegemoni ep-
istemik yang menempatkan “pengetahuan sah” hanya pada ilmu formal dan menyingkirkan
pengalaman komunitas marginal. Harding (Feminist Epistemology, 2020) dalam Social Epis-
temology menekankan bahwa situated knowledge pengetahuan berbasis pengalaman sosial
harus menjadi bagian integral dari proses ilmiah. Penelitian oleh Brondizio et al. (Brondizio
et al., 2021) dalam Nature Sustainability memperlihatkan bagaimana integrasi pengetahuan
lokal dan ilmiah meningkatkan relevansi kebijakan global tentang lingkungan dan ketim-
pangan. Dengan demikian, deotorisasi epistemik menjadi langkah etis untuk membuka ru-
ang partisipasi setara dalam produksi pengetahuan, menjadikan model ini lebih inklusif dan
demokratis.

Perbandingan antara pendekatan konvensional dan model Epistemic Justice Frame-
work menunjukkan bahwa model ini lebih mampu menjelaskan keterkaitan sistemik
antarisu serta memunculkan solusi lintas sektor. Model ini melampaui pendekatan disipliner
yang cenderung sempit dan menggantinya dengan paradigma transdisipliner yang
menyatukan ilmu sosial, sains lingkungan, dan teori keadilan. Nicolescu (A Systemic and
Transdisciplinary Study to Contribute to Decolonial Futures in Two Indigenous Municipalities
of Chiapas, Mexico, 2023) dalam Transdisciplinary Journal of Engineering & Science menjelas-
kan bahwa paradigma transdisipliner mendorong sintesis antara rasionalitas ilmiah dan ke-
bijaksanaan lokal. Warren (Warren, 1990) dalam Environmental Ethics juga menegaskan
bahwa integrasi etika ekologis dan feminisme membuka jalan bagi epistemologi yang lebih
reflektif terhadap relasi kuasa. Secara komparatif, model ini lebih unggul dalam membangun
pemahaman holistik atas realitas sosial-ekologis, sekaligus menantang dominasi epistemik
global yang eksklusif.

Berdasarkan model konseptual yang dihasilkan, penelitian ini merekomendasikan
pembentukan platform epistemic justice lintas isu dan lintas aktor melibatkan akademisi,
pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Platform ini penting untuk memastikan
bahwa setiap kebijakan dan penelitian mengenai kemiskinan, radikalisme, gender, dan ling-
kungan berakar pada kolaborasi pengetahuan yang adil. UNESCO (UNESCO SCIENCE RE-
PORT - The Race against Time for Smarter Development 2021, n.d.) menegaskan pentingnya
inclusive knowledge ecosystems yang menggabungkan sains, budaya, dan spiritualitas un-
tuk keberlanjutan planet. Contoh nyata dapat dilihat pada model kolaboratif Future Earth
Initiative yang berhasil mempertemukan ilmuwan dan komunitas adat dalam mitigasi peru-
bahan, Oleh karena itu, rencana aksi ke depan harus berorientasi pada penciptaan ruang
dialog epistemik yang setara dan berkeadilan, sebagai fondasi bagi transformasi sosial-
ekologis global yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab rumusan masalah utama terkait bagaimana kolonialitas ep-
istemik dan reduksionisme ilmiah berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial dan ekologis,
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serta bagaimana pendekatan interdisipliner-dekolonial dapat merekonstruksi epistemologi
ke arah keadilan. Selama ini, paradigma dominan ilmu pengetahuan modern cenderung
mengabaikan suara dan pengalaman komunitas marjinal, baik dalam konteks sosial, gender,
maupun ekologi, sehingga menciptakan “epistemic gap” antara sains dan realitas kemanu-
siaan. Hasil sintesis literatur Scopus/WoS sepuluh tahun terakhir menunjukkan pola ek-
sklusi epistemik dalam studi kemiskinan dan lingkungan (Santos, 2018; Fricker, 2019; Es-
cobar, 2020). Pendekatan Epistemic Justice Framework dan Transdisciplinary Ecological Par-
adigm yang dikembangkan dalam riset ini berhasil mengintegrasikan dimensi moral, sosial,
dan kultural dalam pengetahuan ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan jawa-
ban komprehensif bahwa krisis pengetahuan global hanya dapat diatasi melalui dekolonisasi
epistemik dan rekonstruksi paradigma yang mengakui pluralitas sumber pengetahuan serta
nilai moralitas universal.

Temuan paling penting dari penelitian ini adalah perlunya pemulihan dimensi etis
dan spiritual dalam sains sebagai fondasi keadilan sosial dan ekologis. Tanpa kesadaran
moral, pengetahuan mudah terjebak dalam instrumentalisme dan kehilangan orientasi ke-
manusiaan, sebagaimana diperingatkan oleh Jasanoff (2020) dan Kourany (2021) mengenai
moral displacement of science. Studi lintas disiplin yang dianalisis memperlihatkan bahwa
integrasi antara nilai-nilai lokal, etika ekologis, dan epistemologi feminis meningkatkan
keberlanjutan sosial di negara-negara Selatan (Bergandi & Blandin, 2023; Harding, 2020).
Dengan mengakui relasi antara manusia, alam, dan spiritualitas, penelitian ini menemukan
bahwa knowledge justice merupakan prasyarat bagi keutuhan ekosistem pengetahuan
global. Hikmah utama yang dapat ditarik adalah bahwa transformasi epistemologis bukan
sekadar proyek akademik, melainkan perjalanan etis untuk menyeimbangkan kembali relasi
antara ilmu, kemanusiaan, dan lingkungan.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menawarkan model
konseptual baru yang menggabungkan keadilan sosial, gender, dan ekologis dalam kerangka
Epistemic Justice Framework. Model ini memperluas horizon filsafat ilmu dengan menghub-
ungkan teori keadilan (Rawls, Fraser, Nussbaum) dengan praksis transdisipliner dalam studi
lingkungan dan masyarakat, sehingga membuka ruang bagi epistemologi plural. Melalui
pendekatan Conceptual Analytical Research dan Critical Discourse Analysis, penelitian ini
berhasil mengidentifikasi pola bias epistemik dalam wacana global dan menawarkan cara
kerja interdisipliner yang dapat diterapkan dalam pendidikan, kebijakan, dan riset sosial.
Temuan ini memperkuat posisi dekolonisasi pengetahuan sebagai arah baru ilmu sosial kon-
temporer (Santos, 2021). Dengan demikian, kontribusi keilmuan penelitian ini bersifat par-
adigmatik mendorong perubahan cara pandang terhadap ilmu bukan sebagai sistem ter-
tutup, tetapi sebagai ruang dialog etis, ekologis, dan transformatif antarperadaban penge-
tahuan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara akademik.
Keterbatasan terutama muncul karena penelitian ini berbasis pada analisis konseptual dan
literatur, bukan pada studi empiris lapangan lintas konteks. Data yang dianalisis berasal
dari dokumen akademik dan kebijakan global sepuluh tahun terakhir, dengan keterbatasan
variasi kasus berdasarkan wilayah, gender, usia, dan latar budaya tertentu. Selain itu,
metode Critical Discourse Analysis yang digunakan belum menangkap sepenuhnya dinamika
lokal epistemik di komunitas adat atau masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, riset
lanjutan disarankan untuk memperluas pendekatan dengan participatory epistemology dan
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